ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP (BARANG







Berdasarkan hasil dari Analisis dan Pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya. Maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan 
memberikan saran-saran yang diharapkan agar memberikan manfaat oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah untuk lebih baik lagi dikemudian hari. 
6.1 Kesimpulan 
Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting 
dalam pengelolaan aset/barang milik daerah dimana dalam tahapan ini Organisai 
Perangkat Daerah (OPD) berperan penting didalamnya dan pemerintah daerah 
harus memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset.  
Berdasarkan hasil dari Penelitian yang berdasarkan Wawancara dan 
Pengamatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 
tentang Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau, 
yang telah dilakukan peneliti bahwa Penatausahaan Barang Milik Daerah 
memiliki peranan penting dalam pengelolaan barang milik daerah dan terdapat 
hasil dilapangan yang telah dilakukan bahwa: 
1. Pembukuan 
Pembukuan tersebut harus melakukan Pencatatan dan Pendaftaran, 
menghimpun dan menyusun terhadap Barang Milik Daerah. Tetapi dalam 
hal ini masih ada Pencatatan, dan Pendataan/ Pendaftara yang masih belum 
lengkap dan belum semuanya terdata dengan baik dan belum berdasarkan 






Pelaksanaan inventarisasi pada provinsi riau belum terlaksana dengan 
baik. Karena tidak adanya pembuktian kertas kerja pada setiap aset. 
3. Pelaporan 
Untuk kegiatan Pelaporan sudah dilaksanakan pembuatan laporan 
semesteran dan tahunan berupa Laporan Barang Pengguna Semesteran 
(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT). 
Dan pada Penatausahaan aset tetap Provinsi Riau dalam hal Pembukuan 
dan Inventarisasi belum terlaksana pencatatan dan pendaftaran dengan baik, 
sedangkan dalam hal Pelaporan sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 
Dan dari hasil penelitian juga terdapat beberapa kendala dari 
Penatausahaan Aset Tetap Provinsi Riau, yaitu: 
a. Sumber Daya Manusia; 
b. Belum adannya pemahaman mengenai aturan-aturan yang melandasi 
penatausahaan barang milik daerah; 
c. Sikap; 
d. Waktu; 
e. Kurangnya kesadaran setiap pegawai untuk melakukan tindakan perawatan 
pada setiap aset tetap (Barang Milik Daerah) di Provinsi Riau; 
f. Komitmen dari Pimpinan; 
g. Kurangnya rasa memiliki setiap pegawai terhadap barang milik daerah 






Berdasarkan Kesimpulan dan hasil Penelitian diatas, adapun saran penulis 
mengenai Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi 
Riau adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hendaknya lebih 
meningkatkan Kinerja  Demi tercapainya tujuan pengelolaan yang baik 
serta dapat meningkatkan kinerja terhadap pemberian opini mengenai 
Penatausahaan Aset Tetap agar dapat menghasilkan sesuai apa yang 
diharapkan; 
2. Kepada seluruh Pegawai baik Pengguna maupun Pengurus Barang Milik 
Daerah lebih meningkat kesadaran dalam memahami Penatausahaan 
Barang Milik Daerah sesui dengan aturan yang berlaku; 
3. Dalam Penatausahaan Aset Tetap hendaknya lebih baik dalam melakukan 
Pendaftaran dan Pencatatan terhadap Pembukuan, Inventarisasi dan 
Pelaporan Barang Milik Daerah. 
